
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKARANGANYAR, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor : 188.31/7810/SJ tanggal 2 November 2017 yang 
salah satu substansinya menjelaskan rnengenai perubahan 
perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, 
dirnana berdasarkan hal tersebut Kemampuan Keuangan 
Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2017 
adalah rcndah sedangkan untuk Perkiraan Kemampuan 
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 
Anggaran 2018 adalah sedang, sehingga Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran 
Tunjangan Kornunikasi lntensif dan Tunjangan Reses bagi 
Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
serta Dana Operasional Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Ka ranga nyar Nomor l 02 Tahun 20 l 7 ten tang Peru bahan 
Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Bcsaran Tunjangan Tunjangan Kornunikasi lntensif 
dan Tunjangan Reses bagi Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diubah kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membcntuk Peraturan Bupati ten tang 
Perubahan Kedua aias Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan 
Komunikasi Tntensif dan Tunjangan Reses bagi Plrnplnan 

PERVBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 
70 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNLKASI 

INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PlMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 

SERTA DANA OPERASJONAL PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAK_"YAT DAERAH 

TENTANG 

PER.ATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 113 TAHVN 2017 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINS! JAWA TENGAH 

SALIN AN 



7. Peraruran Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraruran Pemer.intah Nomor 16 Tahuri 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

Tambahan Lembaran 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimaoa telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Republik Indonesia Negara 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembenrukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo.r 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, 

Mcngingai 



MEM UTUSKAN : 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEOUA ATAS 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 70 TAHUN 2017 
TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMVNIKASI INTENSIF' 
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAI<lLAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA 
OPERASIONAL PTMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adrmrustratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057}; 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomo.r 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tent.ang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067): 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 
Tahun 2017 teruang Hak Keuangan dan Administratif 
Pirnpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 
Nomor 8, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 76); 

13. Peraturan Bupat..i Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Besaran Tunjangan Kornunlkasl lntensif dan 
Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2017 Nomor 70), sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran 
Tunjangan Kornunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Pcrwakilan Rakyal 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 
Nomor 102); 



Pasal4 

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling 
banyak scbesar 5 (lima) kali Vang Representasi Kerua DPRD. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut : 

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Vang 
Represencasi Ketua DPRD. 

Pasal 3 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 2 
Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan 
Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana 
Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan berdasarkan 
kelompok kernarnpuan keuangan daerab sedang. 

I. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 1 

Beberapa keientuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi 
lntensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggora 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 70) ), sebagaimana 
Lelah cliubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 
l 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 70 Tahun 2017 teniang Besaran 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 
102), diubah sebagai bcrikut: 



SAM SJ 

BERJTA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN2017 NOMOR 113 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARlAT DAERAH 
KABUPATEN NGANYAR 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 12 Dcsernber 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN l<ARANGANYAR, 

ud 

JULIYATMONO 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal l 2 Desem ber 201 7 
BUPATIKARANGANYAR 

Ttd 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, mcmerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 6 

(1) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling 
banyak sebesar 2,5 (dua korna Lima) kali jumlah Uang 
Represcruasi Wakil Ketua DPRD. 

(2) Uang Representasi Wakil Kecua DPRD ditetapkan sebesar 
Rp 1.680.000,00 (saru juta enarn ratus delapan puluh 
ribu rupiah). 

5. Ketentuan ayat (l) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut : 

(2) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar 
Rp 2.100.000,00 (duajuta seratus ribu rupiah). 

Pasal 5 

( J) Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) 
kali Uang Represcntasi Ketua DPRD. 

4. Kerentuan ayat ( 1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikui : 


